BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR (o TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan pembayaran
iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu
penyederhanaan mekanisme serta persyaratan
administrasi pembayaran iuran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2021 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa; '

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulaweai Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

\,



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5530), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun

2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Pembayaran
luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1802);




Menetapkan :

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

10Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 19 Tahun 2021
tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2021 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

12

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan senilai 4% yang dilakukan
oleh Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah berdasarkan
kelengkapan:

a.
b.
c.

surat tagihan iuran jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan
kuitansi iuran 4% (empat persen) yang diterbitkan oleh Dinas
berita Acara hasil rekonsiliasi/rekapitulasi data kepesertaan
dan iuran yang telah disepakati bersama oleh BPJS
Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pembayaran juran BPJS Kesehatan senilai 1% yang dilakukan

oleh Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah berdasarkan
kelengkapan:

a.

PPKD selaku BUD melakukan pembayaran sebesar 1% (satu
persen) dengan melakukan pemotongan dari gaji/upah kepala
Desa dan perangkat Desa setiap bulan.

PPKD selaku BUD melakukan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a berdasarkan:




1) surat tagihan iuran jaminan kesehatan dari BPJS
Kesehatan

2) kuitansi iuran 1% (satu persen) yang diterbitkan oleh
PPKD

3) hasil rekonsiliasi/rekapitulasi data kepesertaan dan iuran
yvang telah disepakati bersama oleh BPJS Kesehatan,
Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.
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Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 172 $epeember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ABUR, Xy




